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Abstrak 

 

Theoritically, a company based on the principles of Islamic law (profit and loss sharing/PLS) is believed to 

be able to minimize agency problems and agency cost than the conventional companies,either in the aspect 

of the business philosophy, contract design, and control. However, the implementation of PLS is still facing a 

lot of obstacles, Hence, it is not surprising that models of PLS is not predominantly used by Islamic financial 

institutions, both in Indonesia and abroad. The cclassic argument on  why the model is not dominant because 

it is considered more risky. In order to contribute to the agency problems in the Islamic perspective, this 

paper, firstly, will explain and explore the arguments which show advantages of Islamic concept on company 

in reducing agency problems and agency cost. Secondly, this paper will reveal the obstacles and problems 

faced in the implementation of such concept. Thirdly, this paper will offer an alternative solution framework 

to address various issues and constraints faced by them. Solutions offered here includes understanding 

aspects of the Islamic business draft, micro and macro benefits, human resources, regulatory and 

performance measurement indicators of  Islamic financial institutions.  
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PENDAHULUAN  

Pada umumnya secara konvensional, suatu 

perusahaan komersial mengelola keuangannya 

dengan tujuan utama untuk memaksimumkan 

kesejahteraan para pemegang saham, yang 

berarti bagaimana meningkatkan pertumbuhan 

nilai perusahaan yang biasanya diproksi dengan 

kinerja harga saham perusahaan dari waktu ke 

waktu. Meskipun sudah terdapat tujuan dalam 

perusahaan, namun dalam praktik pengelolaan 

perusahaan sering muncul konflik antara 

pemegang saham sebagai stockholder dengan 

manajer, dan atau antara pemegang saham 

dengan kreditur.  

Manajer diangkat dan diberi kekuasaan 

oleh pemegang saham untuk merealisasikan 

tujuan perusahaan, dan sudah sewajarnya bila 

manajer bertindak mengambil keputusan 

terbaik dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan sesuai dengan kepentingan para 

pemegang saham. Namun demikian dalam 

kenyataannya tidak selamanya, seorang manajer 

perusahaan akan bertindak sesuai dengan tujuan 

utama perusahaan tersebut. Hal ini tidak dapat 

dilepaskan dari motivasi kepentingan manajer 

secara pribadi dalam perusahaan. Kondisi 

seperti itu sering memunculkan ketegangan atau 

konflik kepentingan antara dua belah pihak, 

yaitu pihak pemegang saham dan pihak manajer 

(agency problem). Dalam suatu perusahaan di 

mana pemegang saham sekaligus bertindak 

sebagai manajer, maka tidak akan ada 

perbedaan kepentingan. Agency problem jenis 

ini biasanya terdapat dalam perusahaan yang 

mengangkat manajer dan ketika kepemilikan 

manajer atas saham perusahaan yang 

dipimpinnya kurang dari seratus persen. 

Proporsi kepemilikan manajer atas saham 

perusahaan yang relatif kecil terutama pada 

perusahaan-perusahaan berskala besar sangat 

berpotensi memunculkan konflik ini.  

Selanjutnya, agency problem antara pe-

megang saham dan kreditur terjadi ketika 

kreditur di satu sisi mempunyai hak atas se-

bagian laba yang diperoleh perusahaan dan 

sebagian asset perusahaan terutama dalam 

kasus kebangkrutan. Sementara itu di sisi lain 

pemegang saham melalui manajer memegang 
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pengendalian perusahaan dan sangat mungkin 

akan menentukan profitabilitas dan risiko per-

usahaan. Ketika pemegang saham memutuskan 

untuk melakukan ekspansi usaha, dan bila ber-

hasil, maka hanya pemegang saham yang 

diuntungkan, kreditur tidak akan mendapatkan 

dari hasil ekspansi tersebut karena bunga kredit 

didasarkan pada risiko asset sebelum ekspansi. 

Selanjutnya, dari sisi kreditur ekspansi usaha 

tersebut berarti risiko asset perusahaan mening-

kat apalagi bila perusahaan mengalami 

kegagalan, sehingga hal itu mendorongnya 

untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang 

disyaratkan atas kredit yang diberikannya, serta 

pembatasan atau bahkan penutupan akses kredit 

bagi perusahaan yang berakibat semakin kecil-

nya jumlah hutang yang diterima.  

Adanya agency problem dan ke-

mungkinan munculnya moral hazard manajer 

yang berada di luar kemampuan pemegang 

saham dalam mengawasinya jelas tidak meng-

untungkan perusahaan, sehingga perlu di-

minimalkan. Upaya untuk meminimumkan 

agency problem akan memunculkan agency 

cost yang harus disediakan pemegang saham 

dalam jumlah yang tidak kecil. Agency cost 

tersebut di antaranya untuk keperluan monitor-

ing kinerja manajer agar sesuai dengan keingin-

an stockholder termasuk biaya auditing dan 

pengendalian internal, pemberian insentif atau 

kompensasi kepada manajer, serta kontrak 

dengan pihak ketiga untuk mengantisipasi ke-

mungkinan manajer tidak jujur sehingga mem-

bawa kerugian bagi perusahaan di masa yang 

akan datang.  

Dalam konsep Islam bentuk legal per-

usahaan atau kontrak bisnis ditentukan oleh 

bagaimana modal didapatkan, bagaimana 

tenaga kerja dipekerjakan, bagaimana berbagai 

faktor dihargai, siapa yang mengambil kebijak-

an, berapa banyak perusahaan atau kontrak 

yang disatukan, dan siapa yang menanggung 

risiko kegagalan. Tujuan perusahaan Islami 

adalah maksimisasi profit dan sekaligus mak-

simisasi kebahagiaan (al-falaah), manfaat 

(maslahah) dan kebaikan (al-thayyibah) dalam 

suasana yang penuh dengan persaudaraan (al-

ukhuwwah). Pemilik modal, pengelola, tenaga 

kerja, supplier, konsumen, dan semua pihak 

yang terkait saling berinteraksi dan saling 

menguntungkan. Bentuk Profit Loss Sharing 

(PLS) cukup dominan dalam literature teoritis 

keuangan Islam. Profit Loss Sharing (PLS) 

adalah suatu kontrak yang disepakati antara dua 

atau lebih pihak yang melakukan transaksi, 

yang memungkinkan mereka mengumpulkan 

sumber daya masing-masing untuk diinvestasi-

kan dalam suatu proyek serta berbagi laba dan 

rugi. Kebanyakan ahli ekonomi Islam menyata-

kan bahwa PLS didasarkan pada dua bentuk 

pembiayaan utama, yaitu mudharabah dan 

musyarakah.

1

 Secara khusus, dalam bentuk 

kerjasama usaha yang dilandasi akad mudhara-

bah dan musyarakah, ketentuan hak dan ke-

wajiban antara pemilik modal dengan pengelola 

modal telah diatur secara khas, yang menem-

patkan semua pihak pada posisi sebagai mitra. 

Demikian pula aturan dalam perhitungan hasil 

usaha (revenue sharing, profit-loss sharing atau 

profit sharing) untuk penentuan besarnya kom-

pensasi/kerugian yang menjadi hak atau ke-

wajiban bagi kedua belah pihak. Konsep 

mudaharabah dan musyarakah ini merupakan 

konsep secara nyata berbeda dengan konsep 

pembiayaan konvensional yang akan memberi-

kan dampak maslahah yang lebih besar, baik 

secara internal (pihak yang terlibat dalam 

usaha) maupun eksternal atau makro. Secara 

teori-normatif konsep islam tentang perusaha-

an/kontrak bisnis ini jauh lebih potensial dalam 

meminimumkan agency problem, karena pen-

dekatan penyelesaian masalah yang digunakan 

tidak saja materi tetapi juga yang bersifat spiri-

tual atau non-materi, yang berorientasi pada 

dunia-akherat. Namun demikian dalam praktik-

nya perusahaan dengan prinsip syariah Islam 

tidak bisa lepas dari potensi agency problem, 

terutama dalam model mudharabah dan musya-

rakah, sebagaimana dialami oleh perusahaan 

konvensional yang muncul akibat informasi 

yang tidak seimbang (asymmetric information) 

dan tindakan pengawasan yang cukup berbiaya 

(costly monitoring). Salah satu indikasi adanya 

agency problem dalam model pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah adalah laporan 

Association of Islamic Banks tahun 1996 yang 

menyatakan bahwa konsep profit-loss sharing 

(mudharabah dan musyarakah) hanya diguna-

kan kurang dari 20% dari keseluruhan investasi 

yang dilakukan oleh bank Islam di seluruh 

dunia. Demikian juga dengan Islamic Develop-

                                                 

1

 Lihat Humayon A. Dar dan John Presley. "Lack of Profit 

Loss Sharing in Islamic Banking: Management and 

Control Imbalances," International Journal of Islamic 

Financial Services, Vol. 2 No.2, Juli-Sept. 2000, hal. 3. 
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ment Bank (IDB) yang tidak banyak meng-

gunakan profit-loss sharing dalam bisnis ke-

uangannya, kecuali dalam sejumlah proyek 

skala kecil.

 3

 Dalam konteks Indonesia, pem-

biayaan mudharabah dan musyarakah dalam 

bank umum syariah dan BPR Syariah jumlah-

nya tidak pernah dominan sejak tahun 1992. 

Hingga akhir Juli 2009 jumlah pembiayaan PLS 

pada BUS dan UUS hanya 36,4%, sementara 

untuk pembiayaan murabahah sebesar 56,9% 

dari total pembiayaan yang diberikan. Semen-

tara pada periode yang sama jumlah pem-

biayaan PLS yang diberikan BPR Syariah se-

besar 12,6%, dan 79,1% untuk pembiayaan 

murabahah (lihat Tabel 1 dan Tabel 2).

3

  

Dari fakta yang ada nampak bahwa ke-

banyakan bank syariah seolah telah me-

marginalkan bentuk pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah. Sementara dalam waktu ber-

samaan menjadikan pembiayaan murabahah 

sebagai model pembiayaan yang dominan, suatu 

model yang memungkinkan bank syariah 

menolak hampir semua risiko dalam transaksi 

jual beli dan mendapatkan return relatif tinggi. 

Dengan kata lain dalam bank syariah, mudhara-

bah dan musyarakah sulit untuk dioperasional-

kan dalam konteks modern seperti sekarang ini.

4

  

 

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan UUS  

(dalam miliar rupiah)

 234

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), July 2009 

 

Tabel 2: Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Syariah  

(dalam juta rupiah) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), July 2009 

                                                 

2

 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Juli 2009. 

3

 ibid, hal. 3. 

4

 Lihat Abdullah Saeed. Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary 

Interpretation [New York: E. J. Brill, 1996], lihat bab "Murabaha Financing Mechanism," hal. 76-95; Rajesh Aggarwal 

and Tarik Yousef. "Islamic Banks and Investment Financing," Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 32, No. 1, 

February 2002, pp. 93-120, on p. 106; Frank Vogel dan Samuel Hayes, III. Islamic Law and Finance: Religion, Risk and 

Return [The Hague: Kluwer Law International, 1998], hal. 7. 
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Meskipun konsep usaha/bisnis berbasis 

nilai-nilai Islam telah lama digaungkan, tetapi 

ketika faktanya seperti itu (model profit-loss 

sharing masih minoritas), maka sesungguhnya 

belum terjadi perubahan signifikan perilaku 

masyarakat dan institusi keuangan Islam atas 

konsep usaha/bisnis konvensional yang berbasis 

utama pada interest atau materi. Dengan 

demikian, kemaslahan optimal yang diimpikan 

masih sangat jauh dari yang diharapkan. 

Hubungan antara pemodal dan pengusaha, 

antara pemilik dan manajer tetap saja seperti 

semula. Perhitungan kompensasi antar pihak 

yang bermitra pun tidak banyak berubah, masih 

cenderung berbau-bau interest. Bila keadaannya 

seperti itu, maka sudah dapat dipastikan tidak 

akan lahir multiplier effect of maslahah yang 

dahsyat, baik secara mikro maupun makro. 

Kemakmuran, kebahagiaan bersama dengan 

penuh persaudaraan dalam masyarakat pada 

akhirnya tidak akan semakin membaik.  

Berangkat dari fakta umum seperti itu 

menarik untuk dikaji kembali bagaimana 

sebenarnya konsep Islam dalam usaha/bisnis 

dengan akad mudharabah atau musyarakah—

yang mampu menghasilkan maslahah besar 

bagi semua pihak, serta bagaimana konsep 

tersebut dapat terealisasi dengan baik. Untuk 

keperluan tersebut dengan didukung sejumlah 

data dari hasil riset penulis di sejumlah bank 

syariah di wilayah Jawa Tengah, maka tulisan 

ini akan diawali dengan memaparkan bagai-

mana konsep Islam tentang kontrak bisnis 

(mudharabah dan musyarakah) dalam memini-

mumkan agency problem dan agency cost. 

Kedua, mengungkapkan berbagai kendala dan 

permasalahan yang dihadapi dalam implemen-

tasi konsep tersebut. Ketiga, tulisan ini akan 

mencoba menawarkan kerangka solusi alter-

natif untuk mengatasi berbagai masalah dan 

kendala yang dihadapi tersebut. Solusi yang 

ditawarkan meliputi aspek pemahaman ulang 

konsep usaha/bisnis islam, kemanfaatan mikro 

dan makro, SDM, regulasi dan indikator peng-

ukuran kinerja institusi keuangan islam, serta 

kelembagaan. 

 

PRINSIP-PRINSIP DASAR ISLAM DALAM 

KONTRAK BISNIS  

Beberapa prinsip dasar syariah Islam yang 

melandasi kontrak bisnis yang dilakukan semua 

pihak yang melakukan kegiatan usaha bisnis 

antara lain:

5

 1). Ketentuan dan kondisi suatu 

kontrak kerjasama harus didesain sedemikian 

rupa sehingga dapat menghindari kemungkinan 

perselisihan selama bisnis berlangsung atau saat 

waktu pembagian keuntungan atau saat men-

derita kerugian. 2) Modal bisnis harus dinyata-

kan dalam bentuk uang. Bila sejumlah partner 

bekerjasama dengan memasukkan bisnisnya 

atau komoditi atau nilai kekayaan bisnisnya, 

maka komoditi atau kekayaan tersebut seharus-

nya ditentukan dalam nilai uang dan jumlah 

tersebut harus diperhitungkan sebagai kontri-

busi dari partner. 3) Dalam kerjasama, hubung-

an antar partner adalah hubungan antara princi-

pal dan agent. 4) Pemilik modal dan tenaga 

kerja secara bersama bertanggung jawab untuk 

menciptakan laba serta dalam pembagian ke-

untungan. 5) Hak dan tanggung jawab partner 

tergantung pada sifat dari kerjasama bisnis yang 

disepakati, dan seberapa besar bisnis dikelola 

dengan kebiasaan, kesepakatan dan peman-

faatan kemampuan yang ada. Dalam hal ini 

perhatian pada kepentingan bisnis merupakan 

kriteria terpenting dalam penentuan hak dan 

kewajiban partner. 6) Hak harus seiring dengan 

tanggung jawab. Partner tidak aktif tidak diijin-

kan mengikat perusahaan dengan kepen-

tingannya. Partner tersebut tidak akan menuntut 

pendapatan tetap dari pekerjaannya kecuali 

bagian dari laba, namun para tenaga kerja akan 

menerima upah dari pendapatan usaha bisnis 

tersebut. 7) Dalam kerjasama bisnis, partner 

dengan kontribusi tenaga kerja yang lebih 

tinggi diperbolehkan mendapatkan bagian laba 

yang lebih tinggi meskipun kontribusi modal-

nya lebih sedikit daripada yang lainnya. 8) 

Tidak ada partner yang mempunyai hak men-

dapatkan porsi laba secara tetap. Bila bisnis 

menghasilkan keuntungan, maka semua partner 

mendapat bagian secara proporsional. Bila 

bisnis tidak menghasilkan keuntungan, maka 

tidak ada satupun partner yang mendapat hak 

khusus untuk menanggung sebagian dari 

kerugian secara eksklusif. 9) Hutang dari para 

partner ditentukan oleh sifat atau bentuk kerja-

sama bisnis yang disepakati bersama.  

Perusahaan/kontrak bisnis Islami akan 

senantiasa mempertimbangkan kepentingan 

                                                 

5

 Lihat Md. Abdul Awwal Sarker, “Islamic Business 

Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic 

Firm”, International Journal of Islamic Financial 

Services, Vol. 1, No. 2, July-September 1999, hal 7.  
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masyarakat kebanyakan sebagai prioritasnya. 

Perusahaan akan merealisasikan tingkat profit 

yang rasional dan fair yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan yang lebih penting, yaitu 

bekerja dengan baik untuk mendapat ridha dari 

Allah SWT. Prinsip yang tidak boleh 

ditinggalkan pula dalam perusahaan dengan 

konsep Islam adalah bahwa kontrak usaha atau 

bisnis harus benar-benar bebas dari riba, gharar, 

dan maysir. Perusahaan dengan konsep Islami 

dibatasi oleh aturan etika yang berasal dari 

syariah untuk menyediakan jumlah kebutuhan 

atau produk barang maupun jasa yang sangat 

diperlukan secara memadai pada harga yang 

lebih rendah yang memungkinkan semua 

anggota masyarakat mendapatkan produk 

tersebut. Semua kepentingan stakeholder 

senantiasa dilindungi. Ukuran keberhasilan 

usaha tidak saja diukur dengan peningkatan 

laba bersih per tahun atau peningkatan earning 

per share (EPS), tetapi juga diukur dari 

kemampuan perusahaan dalam memberikan 

kemanfaatan bagi stakeholder, jaminan layanan 

yang halal dan terbaik, adanya jenjang karir dan 

gaji yang fair, penggunaan produk yang ramah 

lingkungan, dan lain sebagainya.

6

 

 

Kemitraan Usaha dengan Konsep Mudha-

rabah  

Mudharabah merupakan bentuk kemitraan atau 

kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul-

maal/rabbul-maal) dengan pengelola dana 

(mudharib) dengan nisbah bagi hasil menurut 

kesepakatan di muka. Istilah mudharabah sering 

dipakai dalam mazhab Hanafi, Hambali dan 

Zaidiyah, sementara mazhab Maliki dan Syafi’i 

sering menggunakan istilah Qiradh untuk 

menyebut bentuk kemitraan tersebut. Shahibul-

maal merupakan mitra pasif, sementara mudha-

rib menyediakan keahlian usaha dan manaje-

men untuk menjalankan ventura, perdagangan, 

industri, dan atau jasa dengan tujuan men-

dapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran 

Islam. Mudharib merupakan pihak yang diberi 

amanah, dituntut berhati-hati dalam menjalan-

kan usaha, bertanggung jawab atas semua ke-

putusannya, dapat dipercaya, serta bertanggung 

jawab atas kerugian usaha akibat kelalaiannya. 

Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh 

                                                 

6

 Moh Khoiruddin, Upaya Meminumkan Agency Problem 

dengan Menggunakan Konsep Islam tentang Perusahaan, 

Kompetensi, FE UCY, 2002, hal 6. 

kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali 

bila ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan 

oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, 

kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kelalai-

an atau kesalahan pengelola dana di antaranya 

dapat ditunjukkan dengan tidak dipenuhinya 

persyaratan yang ditentukan dalam akad; tidak 

terdapat kondisi di luar kemampuan (force 

majeur) yang lazim dan atau yang telah 

ditentukan dalam akad; atau hasil keputusan 

dari badan arbitrase atau pengadilan.

7

  

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu 

mudharabah mutlak dan mudharabah muqayya-

dah.

8

 Mudharabah mutlak adalah mudharabah 

dimana pemilik dana memberikan kebebasan 

kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. Dalam mudharabah ini tidak 

menyebut secara khusus periode, tempat bisnis, 

jenis perdagagan tertentu, industri atau jasa, dan 

pemasok atau pelanggan yang akan dijadikan 

mitra dagang. Dalam mudharabah yang tidak 

terikat waktu, maka mudharib memiliki suatu 

mandat terbuka dan mendapat otoritas melaku-

kan segala sesuatu yang diperlukan oleh bisnis 

mudharabah. Bila mudharib terbukti lengah, 

curang atau tidak melaksanakan amanah dengan 

baik, maka dia secara sendiri harus 

menanggung konsekuensi dan kerugian yang 

terjadi, tidak dapat dibebankan pada rekening 

mudharabah.  

Sementara mudharabah muqayyadah 

adalah mudharabah dimana pemilik dana mem-

berikan batasan kepada pengelola dana menge-

nai tempat, cara, dan obyek investasi. Misalnya, 

pengelola dana dapat diperintahkan untuk tidak 

mencampurkan dana pemilik dana dengan dana 

lainnya; tidak menginvestasikan dananya pada 

transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, 

atau tanpa jaminan; mengharuskan pengelola 

dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa 

melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini 

diikat dengan suatu ikatan dan dapat dalam 

bentuk apapun. Dalam mudharabah terikat ini 

mudharib harus menghormati ikatan yang 

ditentukan oleh shahibul-maal. Bila mudharib 

bertindak bertentangan dengan ikatan tersebut, 

ia bertanggung jawab menanggung konsekuen-

sinya. Dalam mudharabah yang diikat dengan 

waktu, maka mudharabah dibubarkan bila 

                                                 

7

 Ibid, hal 8 

8

 Lihat PSAK No. 105 : tentang Akuntansi Mudharabah 

(2007) 
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waktu jatuh temponya telah berakhir. Dalam 

kasus bank syariah, maka bank dapat bertindak 

sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. 

Bila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka 

dana yang disalurkan disebut dengan pem-

biayaan mudharabah. Pengembalian pem-

biayaan mudharabah dapat dilakukan bersama-

sama dengan distribusi bagi hasil atau pada 

waktu diakhirinya mudharabah. Pada saat 

mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo, dan 

pembiayaan belum dibayar oleh pengelola 

dana, maka pembiayaan tersebut diakui sebagi 

piutang jatuh tempo. 

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 

pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, 

maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari 

pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini 

hanya dapat dicairkan bila pengelola dana 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-

hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

Pembiayaan mudharabah diakui pada saat 

pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-

kas kepada pengelola dana, sementara pem-

biayaan yang diberikan secara bertahap diakui 

pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. 

Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas 

diukur dari sejumlah uang yang diberikan 

pemilik dana pada saat pembayaran. Untuk 

pembiayaan dalam bentuk non-kas diukur 

sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat 

penyerahan.  

Selisih antara nilai wajar dan nilai buku 

aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau 

kerugian pemilik dana. Beban yang terjadi ber-

kaitan dengan mudharabah tidak dapat diakui 

sebagai bagian pembiayaan mudharabah, 

kecuali bila telah disepakati bersama antar dua 

belah pihak. Setiap pembayaran kembali atas 

pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana 

akan mengurangi saldo pembiayaan tersebut. 

Dalam kasus terjadinya kehilangan sebagian 

dana pembiayaan sebelum dimulainya usaha 

karena adanya kerusakan atau sebab lainnya 

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak 

pengelola dana, maka kerugian tersebut mengu-

rangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui 

sebagai kerugian pemilik dana. Namun bila 

hilangnya setelah dimulainya usaha tanpa 

adanya kelalaian atau kesalahan pihak penge-

lola dana, maka kerugian tersebut diperhitung-

kan pada saat bagi hasil. Demikian pula bila 

pembiayaan non-kas mengalami penurunan 

nilai pada saat atau setelah barang diperguna-

kan secara efektif dalam kegiatan usaha.  

Setelah melampaui satu periode pe-

laporan, maka laba atau rugi dapat diketahui 

dari laporan bagi hasil dari pengelola dana 

kepada pemilik dana. Laba pembiayaan mudha-

rabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi 

hasil sesuai nisbah yang disepakati. Bagian laba 

pemilik dana yang tidak dibayarkan oleh 

pengelola dana pada saat mudharabah selesai 

atau dihentikan sebelum masanya berakhir 

diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada 

pengelola dana. Bila ternyata usaha yang di-

biayai mengalami kerugian,maka rugi yang 

terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi 

tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan 

mudharabah. Kerugian akibat penghentian 

mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui 

sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. 

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan 

dengan menggunakan dua metode, yaitu profit 

sharing dan revenue sharing. Profit sharing 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi 

beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

mudharabah. Untuk revenue sharing dihitung 

dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. 

Dari sisi rugi/laba/biaya, ketentuan-ketentuan 

lain yang berlaku dalam mudharabah adalah 

sebagai berikut: 1) Kerugian karena kelalaian 

mudharib tidak dapat dibebankan pada pem-

biayaan mudharabah. 2) Pengeluaran personal 

mudharib tidak dapat dibebankan pada pem-

biayaan mudharabah. 3) Semua biaya normal 

dari bisnis dapat dibebankan pada pembiayaan 

mudharabah. 4) Laba bersih dibagi berdasarkan 

proporsi yang adil yang disepakati sebelumnya 

dalam perjanjian. 5) Laba dibagi sesudah 

kerugian tertutupi. 6) Laba yang dibagi sebelum 

penutupan persetujuan mudharabah diperlaku-

kan sebagai hutang. 7) untuk mudharabah yang 

kontinu sebaiknya ada cadangan keuntungan 

untuk kerugian.  

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi risiko 

mudharabah, ketentuan-ketentuan yang berlaku 

adalah sebagai berikut: 1) shahibul-maal me-

nanggung risiko modal. 2) mudharib menang-

gung risiko waktu dan usaha. 3) bila disetujui 

bahwa semua laba dinikmati mudharib, maka 

shahibul-maal dipandang sebagai pemberi 

pinjaman, sehingga mudharib menanggung se-

mua risiko pengembalian modal untuk pem-

biayaan al-qardhul hasan sesuai dengan per-

janjian yang disepakati. 4) Bila laba diambil 
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semua oleh shahibul-maal, maka mudharib akan 

diberi imbalan (ajr al-mitsl) atas jasa-jasanya.  

Apabila dilihat dari sisi skala usaha, 

maka mudharib dilarang melakukan bisnis me-

lebihi dari modal yang diberikan shahibul-maal. 

Jika mudharib melakukan atas kemauannya 

sendiri maka dia berhak atas laba usaha ekstra-

nya sekaligus menanggung rugi bila terjadi 

kerugian usaha. Kemudian, bila dilihat dari sisi 

barang kreditnya, maka barang kredit yang 

dibeli dalam kerangka kerelaan dengan shahi-

bul-maal ditanggung oleh kedua belah pihak 

berdasarkan prinsip syirkah-al wujud. Semen-

tara itu, bila dilihat dari sisi periode mudhara-

bah, maka mudharabah dibubarkan sesudah 

penyelesaian ventura yang dilakukan, periode 

yang ditentukan, kematian salah satu pihak, dan 

sejak salah satu pihak mengundurkan diri 

dengan niat membubarkannya. 

 

Kemitraan Usaha dengan Konsep 

Musyarakah  

Musyarakah yang sering juga disebut dengan 

syirkah atau syarikah merupakan akad kerja-

sama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih 

pemilik modal yang mencampurkan modal 

mereka untuk tujuan mencari keuntungan. 

Semua pihak dalam kemitraan ini sama-sama 

menyediakan modal untuk membiayai suatu 

usaha tertentu, baik yang sudah berjalan atau 

baru. Anggota kemitraan ini dapat mengem-

balikan modal tersebut berikut bagi hasil yang 

telah disepakati secara bertahap atau sekaligus 

kepada mitra yang lainnya. Pembiayaan 

musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, 

setara dengan kas, atau aktiva non-kas, ter-

masuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan 

hak paten. Setiap mitra dapat meminta mitra 

lainnya untuk menyediakan jaminan atas 

kelalaian atau kesalahan yang disengaja berupa 

pelanggaran terhadap akad, seperti penyalah-

gunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan 

pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang 

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Musyara-

kah dapat bersifat permanen maupun menurun. 

Dalam musyarakah permanen, bagian modal 

setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlah-

nya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan 

dalam musyarakah menurun, bagian modal dari 

salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap 

kepada mitra lainnya sehingga bagian modal 

salah satu mitra tadi akan menurun dan pada 

akhir masa akad, mitra lainnya tersebut akan 

menjadi pemilik usaha.  

Pembiyaan musyarakah diakui pada 

saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva 

non-kas kepada mitra musyarakah. Pembiayaan 

dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 

dibayarkan, sedangkan dalam bentuk aktiva 

non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku 

aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui 

sebagai keuntungan atau kerugian bank pada sat 

penyerahan. Biaya yang dikeluarkan akibat 

akad misalnya biaya studi kelayakan tidak 

dapat diakui sebagai bagian pembiayaan 

musyarakah kecuali ada persetujuan dari 

seluruh mitra. Laba musyarakah dapat dibagi 

secara proporsional sesuai dengan modal yang 

disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva 

lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati 

bersama. Sementara rugi dibebankan secara 

proporsional sesuai dengan modal yang 

disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva 

lainnya).  

Dalam pembiayaan musyarakah per-

manen dan menurun, setelah melewati satu 

periode pelaporan, maka laba diakui dalam 

periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi 

hasil yang disepakati. Sedangkan bila rugi, 

dalam pembiayaan musyarakah permanen, 

maka rugi diakui dalam periode terjadinya 

kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan 

musyarakah. Sementara dalam musyarakah 

menurun, rugi diakui dalam periode terjadinya 

secara proporsional sesuai dengan kontribusi 

modal dan mengurangi pembiayaan musyara-

kah. Pada saat terjadi kerugian dalam musya-

rakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra 

pengelola usaha musyarakah, maka rugi 

tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha. 

Rugi akibat kelalaian mitra tersebut diper-

hitungkan sebagai pengurang modal mitra 

pengelola usaha, kecuali bila mitra mengganti 

kerugian tersebut dengan dana baru. Bila terjadi 

perselisihan dalam kemitraan ini sementara 

tidak ada kesepakatan antara pihak yang 

bersengketa, maka kesalahan yang disengaja 

harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase 

atau pengadilan.

9

  

 

                                                 

9

 Lihat PSAK No. 106: tentang Akuntansi Musyarakah 

(2007) 
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Model Profit Loss Sharing dan Agency Problem 

Perusahaan/kontrak bisnis dalam Islam pada 

prinsipnya bertujuan maksimisasi profit dan 

sekaligus maksimisasi kebahagiaan (al-falaah), 

kebaikan (al-thayyibah) dalam suasana yang 

penuh dengan persaudaraan (al-ukhuwwah). 

Dalam model PLS dimungkinkan terdapat be-

berapa pihak yang saling berinteraksi, yaitu 

pemilik modal (shahibul maal), pengelola 

usaha/dana (mudharib), serta manajer. 

Dimungkinkan dalam praktik di lapangan 

pihak-pihak tersebut melakukan self interest, 

yaitu bertindak dengan mengutamakan ke-

pentingannya sendiri. Hal tersebut dapat terjadi 

terutama ketika tidak ada keterbukaan informasi 

(asymmetric information) usaha dan keuangan. 

Kemungkinan munculnya agency problem 

tersebut dapat saja terjadi antara pemilik modal 

(shahibul maal) dan pengelola usaha/dana 

(mudharib), antara pemilik modal (shahibul 

maal) dan manajer, atau antara pengelola 

usaha/dana (mudharib) dan manajer. Masalah 

akan lebih rumit lagi bila ternyata usaha yang 

dikelola mudharib memiliki struktur modal 

campuran antara konvensional dan syariah, 

karena dengan demikian berarti ada satu pihak 

lagi yang turut terlibat secara tidak langsung 

dalam usaha tersebut yaitu kreditur.  

Meskipun demikian, sebagaimana 

disampaikan di depan bahwa kontrak bisnis 

model PLS sebetulnya mempunyai potensi 

besar, tidak saja untuk meminimumkan agency 

problem tetapi juga untuk pengoptimalan 

maslahah dalam arti luas. Secara umum potensi 

secara teori dari konsep islam tentang perusa-

haan/kontrak bisnis dalam meminimumkan 

agency problem dapat diringkaskan sebagai 

berikut: 1) Masalah antara pemilik dana dan 

manajer (principal-agent) dapat diminimumkan 

dalam sistem Profit Loss Sharing. Hal ini 

dikarenakan reward yang ditentukan diorien-

tasikan untuk dapat saling bekerjasama 

sehingga akan mempengaruhi agent untuk ber-

perilaku jujur. 2) Dari sejumlah penelitian, ter-

dapat dua alasan mengapa masalah antara 

pemilik dana dan manajer (principal-agent) 

akan menjadi minimum dalam konsep Islami. 

Pertama, orang Islam pecaya pada konsep ke-

abadian hidup, di mana kejujuran akan dibalas 

dengan pahala, sementara ketidakjujuran akan 

dibalas dengan hukuman. Hal itu merupakan 

insentif non-material bagi orang yang berbuat 

jujur. Kedua, jika semua kegiatan operasi usaha 

dan keuangan didasarkan pada nilai-nilai 

syariah Islam, maka pengusaha-pengusaha yang 

menjunjung tinggi kejujuran akan mendorong 

pengusaha-pengusaha yang tidak jujur untuk 

keluar dari pasar, sehingga mereka yang ber-

buat curang tidak akan mendapatkan akses. 

Dalam hal ini, sekali lagi terdapat insentif 

keuangan bagi mereka yang berbuat jujur.

10

 3) 

Format kontrak didesain secocok dan sejujur 

mungkin di depan dengan memasukkan se-

jumlah mekanisme insentif khusus, seperti 

penyediaan jatah bagi kepemilikan, transfer 

kepemilikan melalui pemberian saham bonus 

atas kinerja yang dicapai, dan sebagainya, 

sehingga akan mampu mengurangi masalah 

keagenan. Ini dikarenakan agen akan semakin 

terakomodasi atau terikat dalam struktur 

kepemilikan perusahaan. 4) Profit-Loss Sharing 

dapat secara efektif digunakan untuk memun-

culkan atau mempromosikan para pengusaha 

melalui sejumlah proyek. Khusus dalam bank 

Islam, bank dalam kasus ini dapat menjalankan 

suatu proyek dengan pengusaha-pengusaha 

infant, dan secara bertahap mentransfer kepe-

milikan mereka dalam kasus mudharabah, serta 

kepemilikan yang dibagi dalam kasus dimini-

shing musyarakah kepada para wirausahawan. 

Proses seperti ini dapat menyediakan insentif 

untuk mengurangi masalah moral hazard dalam 

usaha-usaha yang ditangani bank syariah. 5) 

Dalam kasus di perbankan syariah, pertama, 

hubungan kemitraan yang terjalin panjang 

antara pihak bank dengan pengguna modal akan 

dapat meningkatkan efisiensi bank yang ber-

dasarkan profit-loss sharing dengan cara yang 

berbeda. Hubungan yang terus-menerus antara 

dua belah pihak tersebut akan mengurangi 

biaya monitoring karena bank menjadi lebih 

mengenal sistem auditing yang digunakan oleh 

pengguna modal, serta akan sangat memahami 

transaksi mereka dalam periode yang panjang. 

Hal tersebut akan dapat digunakan untuk 

mengembangkan penilaian yang akurat dari 

kinerja pengguna modal secara relatif terhadap 

perusahaan-perusahaan lain dalam sektor atau 

ruang lingkup yang sama, sehingga akan dapat 

diketahui dengan lebih baik apakah rendahnya 

return yang dilaporkan merupakan hasil dari 

inefisiensi pengguna modal, penipuan, atau 

adanya penurunan yang terjadi secara sektoral. 

                                                 

10

 Lihat Bashir dalam Sarker, 1999, hal 15. 
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Kedua, pengawasan pinjaman yang dilakukan 

secara aktif dalam sistem bank yang bercabang 

merupakan suatu peluang untuk meminimum-

kan asymmetric information antara pihak bank 

dan pengguna modal. Petugas-petugas bank 

syariah yang bekerja dan hidup di wilayah ling-

kungan usaha pengguna modal, memungkin-

kannya untuk menaksir reputasi pengguna 

modal, dan dapat menginspeksi kegiatan 

operasi usaha dengan lebih mudah dan terbuka. 

Dengan demikian masalah keagenan akan dapat 

diminimumkan secara substansial. Meskipun 

aktifitas seperti ini dapat meningkatkan se-

jumlah biaya pengawasan, namun hasilnya di-

harapkan akan lebih baik dan biaya yang lebih 

rendah daripada dalam situasi pinjaman tanpa 

pengawasan. 6) Pada prinsipnya, secara syariah 

dibenarkan menggunakan konsep konvensional 

dalam penyelesaian agency problem, sepanjang 

cara tersebut baik dan dibenarkan dalam 

kerangka syariah.

11

 

Dari riset yang dilakukan penulis 

kepada sejumlah manajemen bank syariah 

apakah berdasarkan pengalaman yang ada, 

model pembiayaan mudharabah dan musyara-

kah dapat meminimalkan konflik kepentingan 

antar pihak (manajer, bank, dan pemilik) dalam 

perusahaan nasabah, ternyata hasilnya menun-

jukkan hampir 80% responden menyatakan 

setuju dan sangat setuju (lihat Grafik 1), yang 

berarti model PLS ini dalam praktiknya mampu 

meminumkan agency conflict. 

 

Grafik 1: Berdasarkan pengalaman yang ada, 

model pembiayaan PLS dapat meminimalkan 

agency conflict. 
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 Lihat Moh Khoiruddin, op cit, hal 10 

KENDALA DAN PERMASALAHAN 

IMPLEMENTASI PLS 

Filasafat Islam tidak dapat diterjemahkan ke 

dalam realitas jika tidak menggunakan 

musyarakah (PLS) yang digiatkan oleh bank-

bank syariah. Benar bahwa terdapat sejumlah 

masalah praktis dalam penggunaan musyarakah 

sebagai suatu model pembiayaan, khususnya 

dalam kondisi sekarang. Pada kenyataannya 

dari hasil yang ada bank-bank syariah seharus-

nya unggul lewat musyarakah (PLS) melalui 

fase-fase yang bertahap, dan seharusnya bank-

bank syariah meningkatkan jumlah pembiayaan 

musyarakah (PLS) nya.

12

  

Memang secara teori atau normatif, 

konsep mudharabah dan musyarakah sangat 

potensial dalam pengoptimalan maslahah dan 

meminimumkan agency problem, namun dalam 

praktiknya banyak kendala yang harus di-

hadapi. Kendala-kendala tersebut ada yang 

datang dari para pelaku usaha sebagaimana 

dinyatakan oleh Iqbal and Molyneus, di antara-

nya adalah

13

: 1) PLS memerlukan kontinuitas 

pencatatan yang detail. 2) Dengan PLS sulit 

untuk mengembangkan bisnis yang dibiayai 

melalui mudharabah, karena adanya peluang 

yang terbatas untuk reinvestasi laba ditahan 

dan/atau peningkatan dana tambahan. 3) 

Wirausahawan tidak dapat menjadi pemilik 

proyek, kecuali melalui diminishing musyara-

kah yang membutuhkan waktu panjang. 

Sementara sejumlah masalah yang ber-

asal dari internal bank syariah sendiri adalah, 

bahwa secara umum terdapat sejumlah alasan 

praktis bagi bank lebih menyukai model pem-

biayaan dengan return tetap, termasuk kenyata-

an terkait dengan moral hazard dan masalah 

advers selection dalam semua kontrak antara 

agen dan principal seperti mudharabah yang 

mengharuskan monitoring penuh terhadap 

proyek. Aktifitas ini membutuhkan SDM dan 

mekanisme yang akan meningkatkan biaya. 

Lebih dari itu, dari sisi kewajiban, struktur dana 

simpanan di bank syariah kebanyakan bukan 

dalam bentuk jangka panjang, dan inilah yang 

kemudian membuat bank syariah tidak ber-

keinginan mengalokasikan dana dalam proyek-

                                                 

12

 Muhammad Taqi Usmani. An Introduction to Islamic 

Finance The Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 113. 

13

 Munawar Iqbal dan Philip Molyneux. Thirty Years of 

Islamic Banking: History, Performance and Prospects 

Palgrave, 2005, p. 124. 



158 ��������	�
���	��
��������

��
���
�� 

 

proyek jangka panjang. Kemudian, kontrak PLS 

membutuhkan banyak informasi tentang 

kemampuan wirausaha dari mudharib, dan hal 

tersebut tidak mudah untuk mendapatkannya. 

Terdapat beberapa penjelasan mengapa 

lembaga keuangan syariah cenderung menolak 

model pembiayaan PLS dan lebih suka untuk 

menggunakan murabahah serta model lain 

selain PLS sebagaimana yang diidentifikasi 

oleh Dar and Presley

14

. 1) Kontrak PLS secara 

inheren sensitif terhadap masalah keagenan, 

karena pengguna modal bisa tidak melakukan 

usaha dengan baik dan melaporkan laba yang 

rendah dibandingkan dengan ketika usaha di-

biayai sendiri oleh pemilik sekaligus bertindak 

sebagai manajer. 2) Kontrak PLS memerlukan 

pengakuan. Karena dalam kebanyakan negara-

negara muslim hak milik tidak dijamin atau 

dilindungi, kontrak PLS dianggap kurang 

menarik atau akan gagal bila digunakan. 3) 

Bank-bank syariah dan perusahaan investasi 

harus menawarkan model-model pembiayaan 

yang lebih kecil risikonya dibandingkan dengan 

mudharabah dan musyarakah untuk tetap dapat 

bertahan dalam persaingan keras dengan bank-

bank konvensional dan lembaga-lembaga 

keuangan lainnya yang telah mantap dan lebih 

kompetitif. 4) Kebijakan pembatasan pemlik 

dana dalam manajemen dan adanya dikotomi 

struktur keuangan kontrak PLS membuat 

pemilik dana sifatnya sebagai non-parcipatory 

yang membuatnya sebagai partner pasif. 5) 

Equity financing tidak layak bagi proyek-

proyek pembiayaan jangka pendek yang dapat 

menyebabkan terjadinya risiko tinggi (dampak 

diversifikasi waktu dari ekuitas). Inilah yang 

membuat bank-bank syariah dan lembaga 

keuangan lainnya percaya pada sejumlah 

model- model pembiayaan mirip hutang, 

khususnya mark-up untuk memastikan tingkat 

likuiditas. 6) Perlakuan tidak fair dalam per-

pajakan juga menjadi alas an utama dalam 

penggunaaan PLS. Ketika laba dipajaki 

sementara bunga dibebaskan dari pajak, maka 

pada dasarnya telah memunculkan suatu item 

biaya. Diskriminasi legal ini dan masalah yang 

berhubungan itu, penghindaran pajak, membuat 

PLS kurang reliabel sebagai sarana untuk 

reward sharing. 7) Pasar sekunder bagi per-

dagangan instrumen-instrumen keuangan Islam, 

khususnya mudharabah dan musyarakah tidak 
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 Dar and Presley, op. cit., p. 3. 

ada. Konsekuensinya bank-bank syariah gagal 

secara efektif dalam memobilisasi sumber-

sumber daya keuangan. 

Masalah-masalah lain yang dihadapi 

bank syariah, yaitu bank akan kesulitan untuk 

menilai kualitas proyek dengan adanya keter-

batasan informasi masa lalu. Informasi tentang 

aktifitas personal dan proyek yang dimiliki para 

peminjam tidak dapat menjadi sinyal bagi bank 

karena setiap permohonan tentang profit-loss 

sharing diklaim sebagai proyek dengan kualitas 

tertinggi. Bank kesulitan dalam menentukan 

kualitas permohonan pembiayaan apalagi bila 

terdapat sumber pembiayaan lain yang banyak 

jumlahnya, sehingga sangat potensial memun-

culkan advers selection problem dalam hal ini.  

Selanjutnya, dalam kontrak profit-loss 

sharing dimungkinkan pihak peminjam 

menurunkan laba yang dilaporkan karena 

kewenangannya dalam pengendalian laporan. 

Penurunan tersebut dapat saja dilakukan dengan 

memasukkan beban pekerjaan tambahan, atau 

upaya-upaya lain dengan menggunakan dalih 

akuntansi. Bank akan mengeluarkan biaya yang 

besar untuk monitoring apakah laba yang 

dilaporkan tersebut sesuai dengan realisasinya 

dan mencerminkan aktifitas bisnis yang 

dilakukan oleh perusahaan yang dibiayai. 

Adanya asymmetric information ini akan 

membawa bank pada masalah moral hazard. 

Rentannya bank terhadap masalah moral 

hazard dan advers selection tersebut akan 

memperlemah posisi persaingan bank dengan 

pesaing konvensional lainnya, karena adanya 

beban biaya tambahan untuk mendapatkan 

informasi dan penaksiran proyek, serta biaya 

operasional. 

 

KERANGKA ALTERNATIF SOLUSI 

Pada bagian ini penulis mencoba mengajukan 

sejumlah alternatif solusi yang menyentuh be-

berapa aspek agar PLS ini ke depan dapat diim-

plementasikan dengan lebih baik dan dalam 

kuantitas pembiayaan yang meningkat pesat. 

Dalam beberapa aspek solusi yang ditawarkan 

akan didasarkan dari hasil mini riset yang 

dilakukan penulis pada beberapa bulan terakhir 

di tahun ini (2009), dengan jumlah sampel 

sebanyak 21 bank syariah yang beroperasi di 

wilayah Jawa Tengah. Sampel diambil secara 

random. Riset ini merupakan riset eksploratif 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
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kuesioner dan wawancara terbatas yang dituju-

kan kepada para pimpinan/manajemen bank 

syariah. Kuesioner dibagi dua bagian, bagian 

pertama berisi sejumlah pertanyaan yang 

meliputi variabel perencanaan pembiayaan, 

pertimbangan bank dalam pembiayaan, resiko 

pembiayaan murabahah, aplikasi pembiayaan, 

dampak pembiayaan terhadap ekonomi mikro 

dan makro, regulasi dan agency problem/ 

agency cost. Bagian kedua, berisi pertanyaan 

tentang factor-faktor apa yang menjadi kendala 

dalam implementasi pembiayaan PLS (mudha-

rabah dan musyarakah). Dalam bagian ini res-

ponden diminta untuk mengurutkan sejumlah 

kendala implementasi PLS (mudharabah dan 

musyarakah), dari mulai yang paling serius 

sampai dengan yang paling tidak serius.  

 

Aspek Pemahaman Ulang Konsep Bisnis 

Dari pengamatan atas fenomena bank syariah 

yang ada sebagaimana sebagian telah diung-

kapkan di depan, terlihat telah terjadi degradasi 

pemahaman tentang konsep PLS oleh shahibul 

maal dan mudharib. Bank syariah telah 

mengklaim bahwa pembiayaan konvensional 

didasarkan pada bunga dan tidak adil, karena 

tidak ada pembagian keuntungan/kerugian dan 

risiko yang fair. Namun demikian, bank-bank 

syariah sendiri yang secara nyata tidak meng-

gunakan model PLS portofolio mereka dalam 

arti yang sebenarnya. Pelarian dana yang jauh 

lebih besar pada model-model pembiayaan 

mirip dengan hutang berbasis interest menun-

jukkan bank syariah telah jauh dari tujuan yang 

diidealkan. Ibaratnya mau pergi ke suatu tujuan 

tetapi kendaraan yang dipakai tidak tepat dan 

tidak mengarah pada arah yang akan dituju—

mau ke Jakarta tetapi memilih kendaraan 

jurusan Surabaya, kapan sampainya? Alokasi 

dana yang dominan pada murabahah misalnya 

akan dapat diterima barangkali pada tahap-

tahap awal bank syariah beroperasi karena 

sedemikian sulitnya perjuangan yang dilakukan 

di tengah masyarakat dengan mindset pem-

biayaan konvensional, namun tidak dapat 

ditolerir bila usia bank syariah sudah tahunan, 

demikian pula assetnya yang telah meng-

gelembung tetapi masih tetap dengan pola yang 

lama yang sebenarnya tepat digunakan saat 

kondisi darurat saja.  

Orientasi telah mengarah pada materi-

lisme ketika idealisme PLS pada dataran praktis 

berbenturan dengan konsep konvensional yang 

mengepung dengan kekuatan yang jauh lebih 

dominan. Langkah praktis untuk menghadapi 

kenyataan seperti itu membawa pada penyem-

pitan konsep Islam tentang PLS. Tujuan 

maksimisasi profit dan sekaligus maksimisasi 

kebahagiaan (al-falaah), manfaat (maslahah) 

dan kebaikan (al-thayyibah) dalam suasana 

yang penuh dengan persaudaraan (al-

ukhuwwah), telah mengerucut hanya pada mak-

simisasi profit. Ketika ruh model PLS bukan 

materialisme, tetapi kemudian dalam praktik 

didekati dengan ruh materialisme, maka tidak 

mengherankan bila kemudian muncul banyak 

masalah atau kendala-kendala, termasuk 

masalah keagenan yang dikhawatirkan tersebut.  

Sudah saatnya bank-bank syariah dan 

institusi keuangan syariah untuk kembali pada 

pemahaman yang benar tentang konsep PLS 

dengan ruh yang bukan materialisme. Perlu 

pemahaman yang lebih integral dan intensif 

tentang konsep bisnis/usaha islam yang tidak 

berorientasi pada materi semata. Orientasi 

Islam dalam kontrak bisnis berbeda secara 

filosofi dan operasional dengan orientasi 

materialisme. Baru setelah itu perlu dirumuskan 

langkah-langka strategis untuk memudahkan 

implementasinya di lapangan sesuai dengan rel 

PLS, bukan pada rel konsep pembiayaan 

konvensional.  

Sebagai contoh pada implementasi, 

misalnya pemahaman terhadap alokasi dana 

untuk pencerahan, pendampingan dan peng-

arahan usaha nasabah/calon nasabah seharusnya 

tidak dipandang sebagai inefisiensi, karena 

dalam jangka panjang justru akan tercipta 

efisiensi yang tinggi. Orientasinya seharusnya 

lebih pada keberhasilan dan kemakmuran 

jangka panjang dan dalam cakupan yang lebih 

luas (umat), bukan orientasi pada keuntungan 

besar dalam jangka pendek dan dalam cakupan 

yang sempit (sekelompok orang). 

 

Kemanfaatan Mikro dan Makro 

Keberhasilan implementasi model pembiayaan 

PLS akan sangat luar biasa, baik pada skala 

mikro maupun makro. Penyadaran terhadap 

manfaat pada skala mikro maupun makro, baik 

untuk konsumen, produsen, pemerintah, dan 

negara perlu digencarkan. Keberhasilan model 

pembiayaan PLS akan mampu meningkatkan 

tingkat konsumsi, produksi, tabungan, investasi, 
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Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), dan kemandirian 

akan masyarakat, dan sekaligus akan dapat 

mengurangi ketergantungan bangsa pada pihak 

kapitalis asing.  

Dari hasil riset, terungkap bahwa masih 

memprihatinkan pemahaman para manajemen 

bank syariah berkenaan dengan dampak 

ekonomi model pembiayaan PLS ini. Ketika 

diminta pendapatnya bahwa Pembiayaan 

konvensional dan pembiayaan syariah mem-

punyai dampak yang sama terhadap per-

kembangan ekonomi mikro dan makro, maka 

hasilnya (lihat Grafik 2) lebih dari 60% 

responden menjawab setuju dan sangat setuju, 

dan sekitar 38% menyatakan kurang setuju. 

Kemudian, ketika diminta pendapatnya bahwa 

Pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

mudharabah/musyarakah mempunyai dampak 

yang sama terhadap perkembangan ekonomi 

mikro dan makro, maka hasilnya (lihat Grafik 

3) hampir sama yaitu lebih dari 60% responden 

menjawab setuju dan sangat setuju, bahkan 

yang menjawab sangat setuju mencapai lebih 

dari 30%. Sementara sekitar 38% menyatakan 

kurang setuju.  

Selanjutnya, ketika diminta pendapat-

nya bahwa Dampak pembiayaan terhadap 

perkembangan ekonomi mikro-makro tidak 

begitu relevan dalam penetapan keputusan 

pembiayaan kepada nasabah, maka hasilnya 

lebih hebat lagi, yaitu sekitar 48% menyatakan 

sangat setuju, 30% setuju, dan hampir 25% 

kurang setuju.  

 

Grafik 2: Pembiyaan konvensional dan PLS 

berdampak sama pada ekonomi mikro dan 

makro 

SMDAMP

SMDAMP

5.004.003.00

P
e
r
c
e
n
t

40

30

20

10

0

 

 

Grafik 3: Pembiyaan PLS dan murabahah 

berdampak sama pada ekonomi mikro dan 

makro 
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Grafik 4: Dampak pada ekonomi mikro dan 

makro tidak relevan dalam pengambilan 

keputusan PLS 
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Dengan pola pembiayaan berbasis 

bunga, biaya bunga akan menambah biaya tetap 

(fixed cost/FC), karena berapapun tingkat 

usaha/produksi yang dilakukan dalam skala 

tertentu, apakah perusahaan untung atau rugi, 

besarnya bunga tidak terpengaruh. Ketika biaya 

tetap bertambah dengan adanya bunga tersebut, 

maka biaya tetap rata-rata per unit produk 

(average fixed cost/AFC) juga akan semakin 

besar, demikian pula dengan biaya rata-rata per 

unit (average cost/AC). Besarnya biaya rata-

rata per unit tersebut akan berpengaruh pada 

penentuan harga jual produk per unit yang 

semakin mahal karena perusahaan tidak mau 

rugi, dan membebankan kenaikan biaya ini 

pada konsumen melalui penetapan harga jual 
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produk. Dari sisi perusahaan pola pembiayaan 

dengan beban bunga tersebut tidak lebih 

menguntungkan bila dibandingkan dengan pola 

pembiyaan secara Islami. Perlu diingat bahwa 

pola pembiayaan Islami didasarkan dengan 

profit atau revenue sharing, yang artinya bagi 

hasil tersebut tidak membebani biaya tetap atau 

biaya variabel. Implikasi selanjutnya dari 

penetapan harga jual produk yang tinggi akibat 

beban bunga tersebut dapat mengurangi daya 

saing produk perusahaan di pasar, terutama dari 

sisi harga.  

Manfaat besar pada skala mikro dari 

pola pembiayaan Islami yang terkait langsung 

dengan bentuk usaha tersebut juga akan 

berdampak positif dalam skala makro. Dalam 

kerangka ekonomi makro adanya tambahan 

beban tetap di sektor riil tersebut berdampak 

pada pendapatan riil masyarakat yang semakin 

rendah ketika terjadi penetapan harga jual 

produk yang lebih tinggi, sementara tidak 

diikuti dengan kenaikan pendapatan nominal-

nya. Pendapatan riil masyarakat yang menurun 

ini akan berdampak pada semakin mengecilnya 

permintaan produk, sehingga agregat demand 

akan mengalami kemerosotan. Dengan kata lain 

kondisi tersebut akan mengganggu pertum-

buhan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, 

Badal Mukherjee dari hasil studinya sebagai-

mana dikutip oleh Sarker (1999) menunjukkan 

bahwa tingkat suku bunga nol persen dalam 

suatu perekonomian ternyata menghasilkan 

keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan 

yang lebih tinggi dan profit margin yang lebih 

rendah daripada dalam suatu perekonomian 

dengan pemberlakuan tingkat bunga yang 

positif.  

Demikian pula masih dalam kerangka 

ekonomi makro, akan sangat besar penghemat-

an yang dapat dilakukan secara nasional bila 

perusahaan-perusahaan di sektor riil dalam 

pembiayaannya tidak menggunakan pola 

hutang yang mengandung bunga tersebut. 

Masyarakat konsumen tidak perlu mengeluar-

kan uang yang besar untuk mendapatkan 

produk yang diinginkannya di pasar. Tabungan 

atau kekuatan modal yang berasal dari dalam 

negeri, yaitu dari masyarakat akan semakin 

besar ketika harga jual produk-produk menjadi 

lebih murah. Tabungan nasional yang besar ini 

akan sangat berguna untuk menggerakkan per-

ekonomian nasional secara mandiri yang lebih 

kokoh, dan tidak tergantung kepada negara lain. 

Dengan demikian kesulitan keuangan nasional 

sebenarnya sangat mungkin dapat diatasi 

dengan pola pembiayaan usaha secara Islami 

yang bebas dari bunga tersebut.

15

 

 

Sumber Daya Manusia 

Dari hasil riset yang dilakukan penulis pada 

sejumlah manajemen bank syariah tentang 

kendala-kendala dalam implementasi model 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

belum lama ini diperoleh hasil, bahwa menurut 

manajemen faktor keterbatasan sumber daya 

manusia pada bank syariah termasuk kendala 

yang paling serius. Lengkapnya lihat Tabel 3. 

Hal ini nampaknya tidak terlalu 

mengherankan, baik dilihat dari sisi kualitas 

maupun kuantitas SDM yang ada. Banyak SDM 

bank syariah yang merupakan hasil upaya 

instant, yang semula berasal dari bank 

konvensional ditraining beberapa bulan tentang 

operasional bank syariah lalu kemudian berkarir 

di bank syariah. Bahkan dalam sejumlah bank 

yang mempunyai Unit Usaha Syariah dengan 

mudahnya menukar karyawan bank konven-

sional dengan karyawan bank syariah dan 

begitu pula sebaliknya.  

Filosofi usaha yang ada di benak 

kebanyakan SDM bank syariah yang seperti itu 

bisa jadi masih filosofi materialisme, sehingga 

yang menggerakkan perilakunya pada tataran 

operasional hingga managerial bukan filosofi 

usaha sesuai konsep Islam (model PLS murni), 

meskipun mereka membawa bendera PLS.  

Inilah yang sangat dikhawatirkan dan 

menjadi penyebab utama gagalnya pemahaman 

konsep PLS yang sebenarnya sebagaimana di-

utarakan di atas. Dengan SDM seperti itu akan 

sangat sulit bank syariah akan mampu bertahan 

pada rel yang benar, apalagi mampu mengem-

bangkan keunggulan kompetitif bank syariah 

terhadap pesaingnya yang konvensional. 

Demikian pula dari sisi kuantitas, jum-

lah SDM bank syariah sangat terbatas, sehingga 

menyulitkan bank syariah untuk dapat lebih 

intensif berinteraksi dengan para nasabahnya, 

padahal kesuksesan model PLS salah sataunya 

sangat ditentukan oleh intensitas petugas opera-

sional berinteraksi dengan nasabah.  

                                                 

15

 Lihat Moh Khoiruddin, op cit, hal 12. 
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Tabel 3: Kendala-kendala Implementasi Model Pembiayaan PLS Bank Syariah 

Urutan Paling Serius Macam Kendala 

1 � Keterbatasan SDM bank  

� Biaya operasional dan monitoring tinggi  

� Adanya hutang berbasis bunga dalam struktur modal perusahaan nasabah 

2 � Keterbatasan teknologi bank 

3 � Keterbukaan dan kejujuran nasabah rendah 

4 � Aspek keuangan dan akuntansi perusahaan nasabah  

� Risiko kegagalan tinggi  

� Pemahaman nasabah tentang konsep pembiayaan syariah rendah  

� Konflik kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan nasabah 

5 � Lainnya 

6 � Konsep sulit diaplikasikan 

 

Dalam konsep Islam harus senantiasa 

disadari bahwa kekuatan pendorong internal 

perusahaan terletak pada saling adanya 

kerjasama dan saling tanggung jawab antara 

tenaga kerja dengan pemilik modal, serta antara 

pengusaha dengan pemilik modal. Tanpa 

adanya tanggung jawab yang tinggi dari semua 

pihak dalam perusahaan, maka akan sulit untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Hak dan 

tanggungjawab dari semua bagian yang terlibat 

dalam kontrak harus ditentukan terlebih dahulu 

sebagai sifat dari kontrak tersebut. Untuk 

menjaga jalinan hubungan yang saling 

menguntungkan antara produsen dengan 

sumber daya manusianya, maka pengusaha 

harus memperhatikan kepentingan tenaga 

kerjanya. Pengusaha Islami dalam hal ini dapat 

saja misalnya menolak ketentuan yang sama 

atau penyeragaman dalam pengupahan bila 

pengupahan tersebut memang tidak layak dan 

tidak sesuai dengan profesionalitas atau jerih 

payahnya yang diberikan pada perusahaan, 

sementara perusahaan dalam kondisi mampu 

untuk memperbaiki kesejahteraannya. Hadis 

nabi Muhammad SAW, “Bayarlah upah buruh 

sebelum kering keringatnya” harus dipahami 

bahwa hak atau reward tenaga kerja atas 

perjuangannya pada perusahaan harus sesegera 

mungkin diberikan. Demikian pula dengan 

reward tersebut harus sesuai atau proporsional 

dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. 

Kualitas pekerjaan tersebut dapat dipahami dari 

kesan yang muncul dari kata sebelum kering 

keringatnya dalam hadis tersebut. Artinya 

pekerjaan yang dilakukan dengan penuh 

keseriusan, profesional, jujur, amanah yang 

digambarkan hingga mengeluarkan keringat 

tersebut harus betul-betul dihargai dengan baik. 

Untuk mengatasi masalah SDM ini 

sudah saatnya bank syariah menaruh perhatian 

besar pada aspek SDM ini, mulai dari 

perencanaan, perekrutan, mutasi, penempatan, 

pengarahan, kompensasi, pengembangan, dan 

jenjang karir secara profesional, manusiawi dan 

yang sesuai dengan semangat nilai-nilai Islam. 

Ketidakmampuan internal bank syariah dapat 

diatasi dengan menggandeng sejumlah institusi 

atau profesional yang yang mempunyai 

kompetensi dalam SDM lembaga keuangan 

syariah ini. 

  

Aspek Regulasi dan Indikator Kinerja Bank 

Syariah 

Aspek regulasi ini penting dalam rangka untuk 

memperlancar proses implementasi model PLS. 

Regulasi ini seharusnya dibuat oleh Bank Indo-

nesia khusus terkait dengan model PLS. Beba-

rapa hal berikut ini patut dipertimbangkan 

dalam pembuatan regulasi tersebut. Antara lain: 

1) Dalam penilaian kinerja bank syariah, perlu 

ditekankan bahwa dari sisi kemampuan meng-

hasilkan laba, tidak saja diukur dari besarnya 

laba yang dicapai tanpa memperhatikan dari-

mana laba tersebut diperoleh, tetapi laba yang 

digunakan sebagai indikator keberhasilan 

institusi keuangan islam akan tinggi nilainya 

bila semakin banyak berasal dari keuntungan 

model pembiayaan PLS. 2) Adanya aturan yang 

mewajibkan institusi keuangan islam untuk 

menerapkan model pembiayaan PLS dalam 

kuantitas minimal tertentu dari total pembiyaan 

yang diberikan, sebagai bagian penilaian 

kinerja bank syariah. Hal ini akan mendorong 

institusi keuangan islam untuk semakin kreatif 

dan cerdas untuk menciptakan model manaje-

men risiko yang khas. Meskipun terkait dengan 

masalah ini dari hasil riset hampir 50% respon-

den menyatakan kurang setuju ketika dimintai 

pendapat tentang, Perlu ada aturan BI tentang 

besarnya proporsi masing-masing pembiayaan 

syariah yang diberikan bank, sementara yang 

menyatakan setuju dan sangat setuju dalam 
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jumlah hampir sama, sekitar yaitu 50% (lihat 

Grafik 5).  

 

Grafik 5: Perlunya Aturan Proporsi Minimal 

Pembiayaan PLS.  
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3) Pengetatan aturan shariah compliance bagi 

institusi keuangan dan perusahaan penerima 

pembiayaan. Demikian pula sanksi harus jelas 

dan tegas dalam law enforcement. 4) Untuk 

memperbaiki mekanisme kontrol dalam kasus 

mudharabah agar financier lebih mempunyai 

hak, maka dipandang perlu merekonstruksi 

standar kontrak profit-loss sharing sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi di 

lapangan, namun masih dalam kerangka syariah 

yang diperbolehkan. Terkait dengan masalah ini 

ketika responden dimintai pendapat tentang, 

Agar lebih mudah diaplikasikan, maka akad 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

perlu dimodifikasi, maka hasil riset lebih dari 

70% menyatakan setuju dan sangat setuju (lihat 

Garafik 6).  

 

Grafik 6: Perlunya Modifikasi Akad  

Pembiayaan PLS.  
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Aspek Kelembagaan 

Realisasi dari 4 aspek sebelumnya belum men-

jamin lancarnya implementasi model pem-

biayaan PLS tanpa adanya perhatian yang 

memadai pada aspek kelembagaan. Secara 

ringkas rekomendasi pada aspek ini adalah 

sebagai berikut: 1) Perlu ada pemeringkatan 

(rating) bagi bank syariah yang dilakukan oleh 

lembaga independen, menyangkut profesi-

onalitas pengelolaan dana, transparansi dan 

akuntabilitas, sistem pengendalian usaha, 

shariah compliance, kinerja keuangan dan non 

keuangan (pengelolaan ZIS, SDM, lingkungan 

dan stakeholder). 2) Perlu ada pemeringkatan 

(rating) bagi kegiatan usaha mudharib yang 

dilakukan oleh lembaga independen, menyang-

kut profesionalitas pengelolaan dana, trans-

paransi dan akuntabilitas, sistem pengendalian 

usaha, shariah compliance, kinerja keuangan 

dan non keuangan. 3) Penguatan terhadap 

lembaga peradilan (kelembagaan, SDM, admi-

nistrasi, sistem dan teknologi) untuk menangani 

sengketa usaha/bisnis berbasis syariah, untuk 

melindungi semua pihak yang merasa dirugi-

kan/didzalimi. 4) Perlu ada lembaga/institusi 

yang berfungsi membantu memberikan arahan 

manajemen kepada mudharib dalam pengelola-

an usahanya. Bila mengaca pada keberhasilan 

bank syariah dalam penggalian dana melalui 

model mudharabah dan musyarakah hingga 

jumlah dari dari sumber tersebut dominan di 

bank syariah (lihat Tabel 4 dan 5), maka 

nasabah shahibul maal dapat percaya kepada 

bank syariah karena “bank syariah profesional” 

di mata mereka. Oleh karena itu agar pem-

biayaan PLS dapat berhasil maka nasabah 

mudharib harus juga profesional. 

Agar mudharib dapat profesional, maka 

butuh pihak ketiga sebagai pendamping/konsul-

tan manajemen usaha mudharib. Model 

operasionalnya barangkali hampir sama dengan 

model modal ventura yang melibatkan 

management institution. Dari hasil riset kepada 

para manajemen bank syariah menunjukkan 

perlunya keberadaan institusi tersebut untuk 

menurunkan risiko yang dihadapi bank syariah 

dalam implementasi model pembiayaan PLS. 

Ketika diminta pendapatnya bahwa, 

Perlu ada pihak ketiga yang secara profesional 

membantu bank sebagai pendamping manaje-

men dan monitoring usaha nasabah pembiaya-

an mudharabah/musyarakah, maka hasilnya 

(lihat Grafik 7) hampir 70% manajemen bank 

syariah menyatakan setuju dan sangat setuju 

adanya pihak ketiga sebagai pendamping 

manajemen usaha mudharib. 
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Tabel 4: Komposisi DPK Bank Umum Syariah dan UUS (dalam miliar rupiah) 

 

 

Tabel 5: Komposisi DPK Bank Pembiayaan Syariah (dalam juta rupiah) 

 

 

 

Grafik 7: Perlunya Pihak Ketiga Membantu bank 

sebagai pendamping usaha mudharib. 
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Sejumlah model mekanisme kelem-

bagaan yang dapat digunakan untuk membantu 

kelancaran implementasi model PLS dengan 

melibatkan pihak ketiga adalah sebagai berikut: 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

agency problem dapat saja dialami perusaha-

an/kontrak bisnis dengan konsep konvensional 

maupun yang berdasarkan syariah (model PLS) 

karena kemungkinan munculnya assymmetric 

information. Pendekatan untuk meminimumkan 

agency problem dan agency cost tidak saja ber-

sifat materi tetapi juga yang bersifat non-materi, 

yang berorientasi pada dunia-akherat. Dengan 

merujuk pada tujuan perusahaan/kontrak bisnis 

Islami, yaitu maksimisasi profit dan sekaligus 

maksimisasi kebahagiaan (al-falaah), manfaat 

(maslahah) dan kebaikan (al-thayyibah) dalam 

suasana yang penuh dengan persaudaraan (al-

ukhuwwah). Konsep syariah lebih punya 

potensi dalam penyelesaian agency problem, 

karena sistem pengendalian moral hazard tidak 

saja muncul dari aturan yang dibuat namun juga 

berasal dari diri semua pihak yang bersepakat 

dalam kontrak secara inheren, sehingga ter-

capainya efisiensi biaya pengawasan yang lebih 
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tinggi secara teori sangat mungkin dapat ter-

wujud dengan konsep syariah ini. 

Namun demikian dalam implementasi 

banyak kendala yang dihadapi bank syariah 

dalam menerapkan model pembiayaan PLS. 

Sejumlah solusi ditawarkan untuk mengatasi 

masalah keagenan ini. Solusi yang ditawarkan 

meliputi: 1) Aspek pemahaman ulang konsep 

usaha/bisnis islam. Sudah saatnya bank-bank 

syariah dan institusi keuangan syariah kembali 

pada pemahaman yang benar tentang konsep 

PLS dengan ruh yang bukan materialisme. 

Perlu pemahaman yang lebih integral dan inten-

sif tentang konsep bisnis/usaha islam yang tidak 

berorientasi pada materi semata. 2) Aspek 

kemanfaatan mikro dan makro. Penyadaran 

terhadap manfaat pada skala mikro maupun 

makro perlu digencarkan, karena keberhasilan 

model pembiayaan PLS akan mampu mening-

katkan tingkat konsumsi, produksi, tabungan, 

investasi, Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), dan 

kemandirian akan masyarakat, dan sekaligus 

akan dapat mengurangi ketergantungan bangsa 

pada pihak kapitalis asing. 3) Aspek SDM. 

Untuk mengatasi masalah SDM sudah saatnya 

bank syariah menaruh perhatian besar pada 

aspek SDM ini, mulai dari perencanaan, pe-

rekrutan, mutasi, penempatan, pengarahan, 

kompensasi, pengembangan, dan jenjang karir 

secara profesional, manusiawi dan yang sesuai 

dengan semangat nilai-nilai Islam, hingga 

mampu menciptakan SDM yang mampu men-

sikronkan sisi filosofis dan operasional usaha 

secara Islami. 4) Aspek regulasi. Aspek regulasi 

ini penting dalam rangka untuk memperlancar 

proses implementasi model PLS. Regulasi ini 

seharusnya dibuat oleh Bank Indonesia khusus 

terkait dengan model PLS yang meliputi 

penilaian laba, syariah complience, law 

enforcement, proporsi pembiayaan PLS, dan 

akad. 5) Aspek kelembagaan. Perlu perhatian 

yang memadai pada aspek kelembagaan 

penunjang yang meliputi lembaga pemeringkat, 

lembaga peradilan, dan penasehat manajemen 

mudharib.  

Bank syariah harus berani mengambil 

langkah strategis untuk menciptakan ke-

unggulan kompetitif dengan pangsa pasar yang 

jelas. Ketika bank syariah hanya beroperasi 

seperti sekarang ini dengan alokasi dana yang 

dominan pada pembiayaan yang berbasis mirip-

mirip bunga, maka tidak akan menghasilkan 

multiplier effect of maslahah yang dahsyat pada 

umat. Selain itu ceruk pasar bank syariah akan 

dengan mudah diambil oleh bank-bank 

“syariah” yang digerakkan oleh modal kapital 

dan jaringan besar yang berasal dari mereka 

yang hanya memburu peluang bisnis. Mereka 

dengan mudah melakukan itu karena mereka 

sedemikian mudah mengadopsi konsep ope-

rasional bank syariah sekarang ini. Mereka pun 

akan suka bermain dalam pasar ini karena 

mereka menghadapi risiko yang lebih kecil dan 

return yang lebih baik dibandingkan di pasar 

konvensional. Indikasi seperti itu sudah sangat 

tampak dalam beberapa waktu terakhir dan 

akan lebih hebat pada beberapa waktu ke 

depan.  
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